
1. PasaJ 18 ayat (6) Undnag-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang·Undang 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

b. bahwa guna memberikan panduan kepada 
penyelenggara dan kepastian kepada pencrima 
pelayanan terhadap kualitas penyelenggara dalam 
memberikan pelayanan secara berkualitas, cepat, 
mudah, terjangkau dan terukur, perlu disusun 
standar pelayanan program tersebut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 
Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan di Kabupaten Purworejo; 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan 
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, 
Pemerintah Kabupaten Purworejo menerapkan 
program Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan yang dilaksanakan pada masing-masing 
Kecamatan di Kabupaten Purworejo; 
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANO STANDAR PELAYANAN 
PROGRAM PELAYANAN AOMINISTRASI TERPADU 
KECAMATAN DI KABUPATEN PURWOREJO. 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Kecamatan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/04/2006 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 

10. Peraruran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/ 21/M.PAN/ 11/2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur 
(SOP) Administrasi Pemerintahan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pwworejo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Pwworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Pwworejo (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Pwworejo Tahun 2012 Nomor 17); 



(1) Maksud disusunnya Standar Pelayanan program PATEN adalah 
untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara dalam 
memberilcan pelayanan secara berkualitas, cepat, mudah, 
terjangkau dan terukur sehingga dapat mewujudkan pelayanan 
prima kepada penerima pelayanan. 

(2) 1\tjuan disusunnya Standar Pelayanan program PATEN 
adalah untuk memberikan kepastian dalam pemberian layanan 
kepada penerima pelayanan. 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

BAB fl 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LlNGKUP 

Dalam Peraruran Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peranglcat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang selanjutnya 

disingl<at PATEN, adalah penyelenggaraan pelayanan publik 
di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya 
dokumen dalam satu ternpat. 

5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo. 
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo. 
7. Organisasi Penyelenggara adalah Saruan Kerja Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan 
publilc. 

8. Tim Teknis PATEN adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk 
melaksanaka.n monitoring dan evaluasi PATEN. 

9. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, 
mudah, terjangkau dan terukur. 

10. Rekomendasi adalah nasknh dinas yang berisikan keterangan/ 
penjelasan untuk mendukung sesuatu ha!. 

l 1. Legalisasi adalah kegjatan mengesahkan tanda tangan pejabat yang 
telah melakukan pengesahan atas sebuah dokumen dan bukan 
melegalisasi isi dari dokumen tersebut, 

Pasal l 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 



(3) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 
a. proses penerbitan Kartu Keluarga; 
b. proses pcnerbitan Kartu Tanda Penduduk; 
c. pemberian rekomendasi pcrmohonan Akta Kelahiran; 
d. pcncrbitan Surat Keterangan Kependudukan; 
c. penerbitan surat pindah penduduk daJam Oaerah; 

(2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I} huruf a 
meliputi: 
a. pcmberian rekomcndasi lzin Kcramaian; 
b. pcmberian rckomendasi lzin Pentas Seni; 
c. pcmberian rckomendasi pembangunan pasar desa; 
d. pemberian rckomcndasi pcnampungan dan penyaJuran Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI); 
c. pcmberian rckomendasi pembangunan kawasan perumahan 

oleh pihak swasta; 
r. pemberian rckomcndasi proses pendirian tempat ibadah; 
g. pemberian rckomendasi lzin Mendirikan Bangunan ([MB); 
h. penerbitan lzin Mendirikan Bangunan ([MB) untuk bangunan 

dengan luas kurang dari 1oom2 (scratus meter persegi), tidak 
bertingkat, dan non investasi 

i. pemberian rekornendasi lzin Gangguan; 
j. penerbitan izin cuti bagi Kepala Desa; 
k. penerbitan izin bagi anggota Sadan Permusyawaratan Desa 

(BPDJ yang akan mendaftar sebagai caJon KepaJa 
Desa/ pcrangkat desa/ anggota legislatif. 

(!) Jenis pelayanan daJam PATEN sebagaimana ctimaksud daJam PasaJ 
3 huruf a meliputi: 
a. Pelayanan Perizinan; 
b. Pelayanan Non Perizinan. 

PasaJ 4 

Ruang lingkup Standar Pelayanan yang diatur daJam Peraturan Bupati 
ini meliputi: 
a. jenis pclayanan; 
b. pcrsyamtan sctiap jenis pclayanan yang diajukan; 
c. waktu pcnyclesaian pelaya.nan; 
d. biaya pclayanan; 
e. organisasi pcnyelenggara; dan 
t. Tim Teknis PATEN. 

PasaJ 3 

Bagian Kedua 
Ruang Ling)cup 



(I) Sta.ndar Pelayanan program PATEN untuk di Daerah selengkapnya 
adalab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang 
merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Prosedur/ proses pelayanan dalam program PATEN di Daerah 
adalah sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran UJ yang 
merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasa16 

(5) Persyarata.n, waktu penyelesaian dan besaran biaya pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran I dan U yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Biaya pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut 
bcrdasarkan ketentuan peraruran perundang-undangan. 

(3) Biaya pclayanan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 
adalah besaran biaya/tarir pelayanan yang harus dibayarkan oleh 
pcnerima pelayanan atas suaru jenle pelayanan yang telah diterima. 

(2) WakN pcnyelesaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf c adalah jangka waktu yang dipcrlukan untuk 
menyelesaikan scluruh proses dari sctiap jcnis. 

(I) Persyarata.n sctiap jenis pclayanan yang diajukan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah syarat-syarat yang harus 
dipcnuhi dalam pengurusan suatu jenis pclayanan, baik 
pcrsyarata.n teknis maupun administratir. 

Pasal 5 

f. pembcrian legaJisasi pengajuan pindah penduduk keluar 
Dacrah; 

g. pembcrian lcgalisasi Surat Ketcrangan Ahli Waris; 
h. pembcrian legalisasi proposal; 
i. penerbitan surat dispensasi nikah; 
j. pembcrian rekomendasl Surat Ketcrangan Catata.n Kepolisian 

(SKCK); 
k. pembcrian lcgalisasi surat kctcrangan/pcngantar; 
I. pcmbcrian rekomcndasi pencairan banruan keuangan kcpada 

dcsa yang bersumber dari A.nggaran Pendapatan dan Bclanja 
Dacrah (APBD) Kabupaten Purworcjo; 

m. pemberian surat keterangan Kuliah Kerja Nyata (KKN), survey 
dan penelitian; 

n. pembcrian legalisasi Surat Keterangan Tida.k Mampu (SKTM). 



Oalam mcmberikan pelayanan, Organisasi Penyelcnggara wajib 
menerapkan prinsip penyelcnggaraan program PATEN sebagai berikut: 
a. kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan; 
b. kejelasan terhadap: 

1. persyaratan teknis dan administratif; 
2. pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian pennasalahan 
keluhan/persoalan/sengkcta dalam pelaksanaan pelayanan; 

3. rincian biaya pclayanan dan tata cara mcmbayaran; dan 
4. proses pelayanan. 

c. kepastian dan tepat waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; 

d. akurasi, yaltu produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan 
sah; 

e. bertanggungjawab, yaitu plmpinan Organisasi Pcnyelcnggara atau 
pejabat yang ditunjuk bcrtanggung jawab atas penyclenggaraan 
pelayanan dan penyclcsaian kcluhan/persoalan dalam pelaksanaan 
pelayanan publik; 

r. kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tcrsedianya sarana dan 
prasarana, peralatan kcrja dan pendukung lainnya yang mcmadai, 
termasuk penyediaan sarana tcknologi telekomunikasi dan 
informatika (tclematika); 

g. kcmudahan akses, yaitu tcmpat dan lokasi serta sarana pelayanan 
yang mernadai, mudah dijangkau olch rnasyarakat, dan dapat 
memanfaatkan tcknologj tclckomunikasi dan informatika; 

h. kcoermatan, yaitu hati-hati, teliti dan telatcn; 
i. kejujuran, kedisiplinan, kcsopanan dan keramahan, yaitu pembcri 

pelayanan bersikap jujur, disiplin, sopan dan santun, ramah serta 
memberikan pelayanan dengan ikhlas; dan 

j. keamanan dan kenyamanan, yaitu proses dan produk pelayanan 
dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum. 

Pasal 8 

Organisasi penyelenggara sebagaimana dimakaud dalam Pasal 3 hwuf e 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan jasa dan/ atau pelayanan administrasi; 
b. pengelolaan pengaduan masyarakat; 
c. pengelolaan infonnasi; dan 
d. pengawasan internal. 

Pasal 7 



Personil dalam organisasi penyelenggara dalam memberikan pelayanan 
wajib berperilaku: 
a. adil dan tidak diskriminatif; 
b. peduli, teliti dan cermat; 
c. honnat, ramah dan tidak melecehkan; 
d. bersikap tegas dan handal serta tidak memberikan keputusan yang 

berlarut-larut; 
e. bersikap independen; 
f. memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit; 
g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 
h. menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas serta reputasi organisasi 

penyelenggara di setiap waktu dan tempat; 
1. tidak membocorkan informasi dan/ atau dokumen yang menurut 

ketentuan/peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan; 
j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari 

benturan kepentingan; 
k. tidak menyalahgunakan sarana dan/ atau prasarana pelayanan; 
I. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam 

menanggapi permintaan informasi; 
m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan 

yang dimiliki; 
n. sesuai dengan kepantasan umum; dan 
o. profesional dan tidak rnenyirnpang dari prosedur. 

Pasal 12 

Organisasi Penyelenggara wajib mengupayakan tersedianya sarana dan 
prasarana yang diperuntukkan bagi penerima layanan dengan 
kebutuhan khusus, lanjut usia, wanita hamil dan wanita menyusui. 

Pasal 11 

Organisasi Penyelenggara yang bennaksud mengubah atau 
memperbailci sarana dan prasarana atau fasilitas PATEN, wajib 
memberikan pengumuman dan/ atau memasang tanda-tanda yang 
jelas di tempat yang mudah diketahui. 

Pasal 10 

(2) Pengalihan dan/atau pengubahan fungsi peruntukan setiap sarana 
dan prasarana atau fasilitas PATEN dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan/ peraturan perundang-undangan. 

(1) Sarana dan prasarana atau fasilitas PATEN dilarang dipergunakan 
untuk kegjatan yang tidak scsuai dcngan peruntukannya. 

Pasal 9 



Laporan dan/ ato.u pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan 
secara langsung kepada pcnanggungjawab organisasi pcnyclenggara 
maupun melalui kotak pcngaduan/saran, layanan pesan singkat 
(SMS). 

Pasal 14 

KETENTUAN l.AIN·LAIN 

BAB rv 

(5) Susunan Kcanggotaan Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( ll terdiri dari: 
a. Sekrctaris Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Kctua; 
b. Asistcn Bidang Pemcrintahan sebagai Walcil Ketua; 
c. Kepala Bagian Pcmcrintahan scbagai Sekrctaris; 
d. Kepala Unit Kerja yang membidangi pcngclolaan keuangan 

sebagai Anggota; dan 
c. unsur lainnya yang terkait dcngan bidang pelayanan. 

(4) Tim Tcknis PATEN scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mcmpunyai tugas: 
a. memonitor dan mengcvaluasi pelaksanaan PATEN yang telah 

dilakukan oleh kecamatan baik melalui laporan yang 
disampaikan Carnal, maupun kunjungan langsung kc 
kccamatan pcnyclcnggara PATEN; 

b. mclakukan pemantauan mcngcnai pelaksanaan wcwcnang 
bidang pcrizinan dan non pcrizinan yang tclah dilimpahkan, 
cfcktifitas pelaksanaannya dan mcngctahui hambatan· 
hambatan pcnyclcnggaraan wcwcnang tersebut; 

c. mclakukan evaluasl mcgcnai pcnyelcnggaraan PATEN dan 
pelaksanaan wcwenang yang dilimpahkan kepada Carnal. 

(3) Tim Tcknis PATEN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditctapkan 
dcngan Kcputusan Bupati. 

(2) Untuk mcmbantu Bupati dalam mclaksanakan pcmbinaan dan 
pcngawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibcntuk Tim 
Tcknis PATEN. 

{I) Bupati mclakukan pcmbinaan dan pcngawasan dalam 
pcnyclcnggaraan PATEN. 

Pasal 13 

PEMBINAAN DAN PENOAWASAN 

BAB Ill 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI E NOMOR 5 

TRI HANDOYO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

TTD 

Diundangkan di Purworcjo 
pada tanggal 18 Februari 2014 

MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

TIO 

Ditetapkan di Pu.rwortjo 
pada tanggal 18 Februari 2014 

Agar setiap orang mcngetahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan 
Pcraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalam Serita Dacrah 
Kabupatcn Purworcjo. 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 15 

KETENTUAN PENUTUP 

BABV 



NO JENIS PERSYARATAN WAKTU BIAVA SIPAT KET. PEUt.YANAN 
I Pemberian 1. Surat Pengantar 15 Gratis Oiteruskan Ice 

Rekomcndasi Kepala Desa/ Lurah menit Polsck 
1zin Keramaian 2. Susunan 

Kepanitiaan/ 
Penanggungjawab 

3. Fotokopi KTP 
Penan...,.•nlriawab 

2 Pemberian 1. Surat Pengan tar 15 Gratia Oiteruskan ke 
Rekomendui Kepaln Dcsa/ Lurah menit Polack 
lzin Pentaa Seni 2. lzin Keramaian drui 

Polack 
3. SK Kepanitiaan 
4. Fotocopy KTP 

Penanggungjawab 
5. Rekomendasi dari 

Parnong Budaya 
Diadikbudnnra 

3 Pemberian 1. Surat Pengantar 2 hari Gratia • Cek Lokaai 
Rekomendasi Kepala Dcaa/ Lurah • Oiteruskan Ice 
Pembangunan 2. Site Plan Oinas 
PasarDesa 3. SK Kadea tentang koperindagpa 

Pengelola rKab. 
4. Bukti Kepemilikan Pwworejo 

Tanah 
5. Pcrscntjuan 

Lingkungan 
6. Surat Pe.myataan 

Kesanggupan 
Penaelola Linzkunaan 

4 Pemberian 1. Surat Pengantar 2 hari Gratia · Cek Lokasi 
Rekomendui Kepala Dcsa/Lurah • Oiteruskan ke 
Penampungan 2. 1zin Ungkungan Dm-,iaker 
dan Penyaluran 3. SlUP trans 
TKI 4. Surnt Pemyataan 

Keaanggupan 
Pengclola Ungkungan 

STANDAR PELAYANAN 
PROGRAM AOMlNISTRASI TERPADU KECAMATAN 

DI KABUPATEN PURWOREJO 

LAMPJRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 5 TAIIUN 2014 
TENTANG 
STANDAR PELAYANAN 
PROGRAM PELAYANAN ADMINlSTRASI 
TERPADU KECAMATAN 
DI KABUPATEN PURWOREJO 



5 Pemberian 1. Surat Pcngantar 2 hari Gratis · Cek Lokasi 
Rckomcndasi Kepala Desa/Lurah • Diteruskan kc 
Pembangunan 2. Bukti Kepemilikan Bappeda, 
Kawasan Tanah Dinas PU, 
Perumahan 3. Site Plan KPMPT 
oleh Pihak 4. lzin Llngkungan 
Swasta 5. Ookumen UP!....UKL 

6 Pemberian 1. Surat Pengantar 2 hari Gratis • Cek Lokasi 
Rckomcndasi Kepala Desa/ Lurah • Diteruskan ke 
Proses 2. Persetujuan Kantor PMPT 
Pendirian Llngkungan Kab. 
Tempat lbadah 3. SK Pengelola Tempat PuIWOrejO 

lbadah 
4. Bukti Kepemilikan 

I status tanah 
5. Rekomendasi dari 

Kemenaz 
7 Pembcrian 1. Surat Pengantar 15 Gratis Diteruskan ke 

Rekomendasi Kepala Desa/Lurah menit KantorPMPT 
!MB 2. Oambar Kab. Purworejo 

3. RAB 
4. Surat Keterangan 

Tanah tidak dalam 
sengketa 

5. SPPT 
6. Fotokopi Sertifikat/ 

Letter C 
7. Surat pemyataan 

Kcpemilikan Tanah 
bagi Pemohon yang 
bukan eemilik 

8 Pcncrbitan 1. Surat Pcngantar 3 hari Sesuai Selcsai di Cek Lokasi 
IMB< !OOm•, Kcpala Dcsa/Lurah Tarif Kee. 
tidak 2. Oambar Pcrda 
bertingkat, non 3. RAB 
investasi 4. Surat Keterangan 

Tanah tidak dalam 
sengketa 

5. SPPT 
6. Fotokopi Sertifikat I 

Letter C 
7. Suratpernyataan 

Kepemilikan Tanah 
bagi Pemohon yang 
bukan oemilik 

9 Pemberian 1. Surat Pengantar 2 hari Gratis - Cck Lokasi 
Rekomendasi Kepala Desa/Lurah - Ditcruskan ke 
lzin Oangguan 2. lzin Llngkungan KantorPMPT 

3. IMB Kab. 
4. Surat Pcmyataan Purworejo 

Kesanggupan 
Pengclolaan 
Lln:lmn1>an 

10 Pencrbitan 1.zin 1. Surat Pcrmohonan 30 Gratis Selesai di 
Cuti Kepala Cuti mcnit Kee. 
Dcsa 2. Surat Penunjukan Pit 

Kades sclama Cuti 



MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

1TD 

11 Penerbitan lzin I. Pengnntar dari 30 Ora tis Selcaai di 
Anggot.a BPO Kadce/1..urah mcnit Kee, 
yangakan 2. Fotokopi ICTP 
mcndaftar 3. Fotokopi SK BPO 
acbllglli Calon 4. Surat lz.in dari etasnn 
Kadca/ langsung 
Pcrangkat Deaa 
/Anggota 
L.cm elatif 



NO JENIS PERSYARATAN WAKTU BIA YA SIFAT KET. 
PELA YANAN 

1 Proses 1. Surat Pengantar 14 hari Sesuai Selcsai Pcrmcndagri 
Penerbitan KK Kepala Dcsa Tarif di Kee. No371b. 

2. Fotokopi Akte Pcrda 2010 
Kelahiran/Surat 
Kelahiran/ Surat 
Kematian 

3. KK lama (asli) 
untuk pcrubahan 

4. Surat Pindah 
2 Proses 1. Surat Pengantar • KTP Sesuai Selesai Permcndagri 

Penerbitan Kepala Ocsa Rcgulcr Tarif di Kee. No37Th. 
KTP 2. Fotokopi Akte 14 hari Perda 2010 

Kclahiran/Sural • E·KTP 
Kclahiran 2 bulan 

3. Fotokopi KK • (Oisduk 
4. Surat Pindah co.pi!) 
5. Hadir secara nribadi 

3 Pcmbcrian I. Surat Pengantar 15 mcnit Gratis Oiteruskan kc 
Rekomcndasi Kcpala Ocsa Oisdukcapil 
Pcrmohonan 2. Blangko resmi dari Kab. 
Akta Kclahiran Disdukcapil yang Purworejo 

telah diisi dan 
ditandatangani 

3. Blangko Surat 
Keterangan Lahir 

4 Pencrbitan 1. Surat Pcngantar 20 menit Gratis Selesai 
Surat Kepala Oesa di Kee. 
Keterangan 2. Surat Keterangan 
Kcpcndudukan rekamdata 

keoendudukan 
5 Pcncrbitan 1. Surat Pengantar 15 menit Gratis Selesai 

Surat Pindah Kepala Oesa di Kee. 
Penduduk 2. 3 lembar Foto 4x6 
dalam Oaerah berwarna merah 

3. KTP Asli 
4. KK Asli (apabila 

selurub anggota 
keluarga yang 
pindah) 

5. SKCK 
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6 Pemberian 1. Surat Pengantar 15 menit Gratis Diteruskan kc 
Legalisasi Kepala Desa Disdukeapil 
Pengajuan 2. 4 lembar Foto 4x6 Kab. 
Pindah berwama merah Purworejo 
Penduduk 3. KTP Asli 
keluar Daerah 4. KK Asli (apabila 

seluruh anggota 
keluarga yang 
pindah) 

5. SKCK 
1 Pemberian 1. Surat Pengantar 30 menit Gratis Selesai 

Legalisasi Kepala Desa di Kee. 
Surat 2. Surat Keterangan 
Keterangan Ahli Waris yang 
Ahli Waris akan dilegalisasi 

3. Surat Keterangan 
KepalaDesa 
ten tang 
kelengkapan Ahli 
Waris, keabsahan 
tanda tangan Ahli 
Waris 

8 Pemberian 1. Surat Pengantar 20 menit Gratis Diteruskan kc 
Rekomendasi Kepala Desa dinas teknis 
Proposal 2. Proposal ranzkao 6 

9 Penerbitan 1. Surat Pengantar 30 mcnit Gratis Diteruskan kc 
Surat Kepala Desa Kemenag Kee. 
Dispensasi 2. Pennohonon 
Nikah Dispensasi kepada 

Kemenaa Kee. 
10 Pemberian 1 . Surat Pengantar 15 menit Gratis Diteruskan kc 

Rekomendasi Kepala Desa Polsek 
SKCK 2. 6 lembar foto 4x6 

berwama merah 
11 Pemberian 1. Surat yang asli 15 menit Gratis Selesai 

Legalisasi 2. Fotokopi surat yang di Kee. 
Surat akan dilegalisasi 
Keterangan/ 
Penzantar 

12 Pemberian I. Proposal/DPA Desa 60 menit Gratis Diteruskan ke 
Rekomendasi 2. SPJ termin Dinas/ 
Pencairan sebelumnya Lembaga 
Bantuan 3. SK Panitia teknis 
Keuangan 4. Fotokopi KTP ketua 
kepadaDesa dan Bendahara 
yang 5. Fotokopi buku 
bersumber rekening desa 
dariAPBD 6. Kwitansi 

Penerimaan 
Rangkap 6 (enam) 
yang bermaterai 
6000 1 (satu) 
lembar 
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13 Pemberian 1. Surat Pe.ngantar 30 menit Ora tis Selesai 
Surat Lembaga di Kee. 
Keterangan 2. Surat Rekomendasi 
KKN, Survei dari Kcsbangpol 
dan Penelitian 3. Surat lzin dari 

KPMPT 
14 Pemberian 1. Surat Pengantar 15 menit Oratis Selesai Oiteruskan 

Legalisasi Kepala Ocsa di Kee. RS 
SKTM 
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BAGAN 
NO URAIAN KEOIATAN PEMOHON PETVOAS KEPALA SEKSI YANG SEKRETARJS CAMAT 

JNFORMASI/ STAF MEMBIDANOI KECAMATAN 
I SW menyapa pcmohon yang datD.ng I r: ., 

memberitahukan kelengkaMn ayarut ' I 
2 ... Pcmohon mcnpjukan permohonan lcngkap .. 

dcnpn penyaratan I J b. Pctuga• pela,yanan mcmcriksa / melakukan 
verifikaJli berkas dan pertimbangan I administra.si 

3 Jika lidok leng)<ap berkas dikembalikrui kcpada i. 
pemohon u.ntuk dileng.kapi, jika persyaratan <;'> LENOKAP maka berkas dilanjutkan kc Kcpala Seksi 
0 ........ membk:lanai 

4 Kepala Seksi yang membidangj mempelajari berkas .L 
permohona.n dan melakukan validaai .selanjutnya I I diserahkan kc Slllf untuk diketik I 

s SW mcncetak surat sekaligu& memberikan I ' I 
......... omoran 

6 Kasi yang mcmbidangi mengore.ksi dan memaraJ. I I I &elajutnya au.rat dilartjutkan kc Sekretaris 
Kecamatan I 

7 Sekret:aris Kecamata.n mcngorcksi dan mem.ara.f I surat. selanjutnya discrahka.n Camat untu.k 
ditandatAngani. Jika tidak ada Sekretaris 

. 
Kecamatan tukul'l Kc ...... la Sekai vana mc-mbidanO'i 

8 Sta! memanggil pemohon untuk membayar I retn"busi dan atau mcnycrahkan surat. Jika ada I I retribusi st.al mencatat pcmbayaran 
I 

9 Pemohon me.ncrima aurat da.n kwitan,i I I 
pcmbeyara.n ' 

BAGAN ALUR PROSEDUR/ PROSES PELAYANAN STANDAR PELAYANAN 
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUATEN PURWOREJO 

LAMP!RAN UI 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 5 TAHUN 2014 
TENTANG 
STANDAR PELAYANAN 
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASJ TERPADU KECAMATAN 
DI KABUPATEN PURWOREJO 
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